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Rino Valdo Damanik (B 111 13 007), “Tinjauan Yuridis Terhadap 
Tindak Pidana Memberi Kesempatan Main Judi Pada Khalayak ( Studi 
Kasus Putusan Nomor: 1123/Pid.B/2016/PN.Mks)”, dibimbing oleh 
bapak Muhadar selaku pembimbing I dan bapak Amir Ilyas selaku 
pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua hal, yaitu pertama untuk 
mengetahui penerapan hukum materil dalam tindak pidana memberi 
kesempatan main judi pada khalayak, dan yang kedua untuk mengetahui 
pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana. 
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dengan 
metode penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara 
kepustakaan dan penelitian lapangan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penerapan tuntutan oleh 
Penuntut Umum menurut penulis belum tepat. Dimana surat dakwaan 
yang disusun secara alternatif Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 303 
ayat (1) ke-2 KUHP dan 303 (bis) ayat (1) ke-2 KUHP dan terurai secara 
cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan, dan 
juga tempus dan locus delictinya. Penuntut umum menentukan bahwa 
dakwaan ketiga yaitu Pasal 303 (bis) ayat (1) ke-2 sebagai dasar tuntutan 
yang mana unsur-unsurnya telah terpenuhi. Berbeda dengan analisis 
penulis yang mengatakan bahwa Pasal 303 ayat (1) ke-2 lah yang paling 
tepat. Karena perbuatan terdakwa lebih memenuhi unsur-unsur tersebut, 
yakni unsur barang siapa, unsur tanpa izin, unsur dengan sengaja, unsur 
mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk 
bermain judi, atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dan 
melakukan segala cara menggunakan kesempatan itu. dan yang ke (2) 
penulis berpendapat bahwanPutusan hakim yang menjatuhkan sanksi 
pidana dengan menerapkan Pasal 303 (bis) ayat (1) ke-2 KUHP kepada 
terdakwa tidak tepat. Berdasarkan tindak pidana yang terbukti dan tertulis 
di putusannya bahwa terdakwa melakukan “tindak pidana memberi 
kesempatan main judi pada khalayak” yang tidak sesuai dengan rumusan 
yang ada di pasal 303 (bis) ayat (1) ke-2 KUHP dimana telah terbukti di 
persidangan dengan  minimal 2 (dua) alat bukti bahwa terdakwa benar  
melakukan tindak pidana memberikan kesempatan main judi pada 
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A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan negara hukum. Seperti yang tertulis 
dalam penjelasan UUD NRI 1945 dengan tegas mengatakan 
bahwa negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (rechstaat) 
tidak berdasar  atas kekuasaan (machstaat). 
Dalam konsep negara hukum, hukum merupakan panglima 
tertinggi dalam menggerakkan setiap kehidupan bersosial 
masyarakat. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak 
kecenderunganya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan 
oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum, yang 
kemudian dikenal dengan teori kedaulatan negara. Negara atas 
nama seluruh masyarakat untuk mengatur setiap keseimbangan 
kehidupan masyarakat. Negara mengatur setiap tindakan dan 
tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang 
yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan 
mempertahankan kehidupan bersosial masyarakat untuk 
terwujudnya tujuan dari sebuah negara itu sendiri. 
Segala perbuatan dan tingkah laku masyarakat telah diatur 
dalam setiap undang-undang. Namun kejahatan masih saja terus 
berkembang di negara ini seperti halnya perjudian. Di Indonesia 
perjudian bukanlah hal yang baru lagi di tengah masyarakat. 
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Perjudian telah dikenal sejak jaman kerajaan-kerajaan masih 
berkuasa di nusantara dengan berbagai jenis dan bentuk yang 
disertai taruhan dengan baranng bergerak dan barang tidak 
bergerak. 
Perjudian pada hakikatnya adalah perbuatan yang 
bertentangan dengan norma agama, moralitas, kesusilaan maupun 
norma hukum1 . perjudian ini dalam hukum pidana termasuk dalam 
bentuk kejahatan terhadap kesopanan. Semakin hari perjudian 
semakin berkembang dan mengikuti zaman dan setiap hal yang 
dapat diperbandingkan dan berpeluang, bisa bepotensi sebagai 
judi.  
Perjudian di Indonesia dalam berbagai bentuk semakin 
berkembang baik dari segi kuantitas, kualitas dan sistem dalam 
perjudian itu sendiri yang pada ahkirnya meresahkan masyarakat. 
Salah satu bentuk perjudian yang sejak dulu hingga sekarang ini 
masih marak ditengah tengah masyarakat adalah judi Sabung 
Ayam. Judi sabung ayam adalah suatu bentuk aktifitas perjudian 
dengan melibatkan ayam jantan sebagai objek yang dimainkan, 
diadu oleh orang-orang yang disebut dengan pemain sebagai 
pemilik ayam tersebut dengan mempertaruhkan sejumlah uang 
dimana si pemilik ayam yang menang mendapat uang taruhan 
tersebut. 
                                                          
1 C.T.S Kansil, 2007.  Pokok Hukum Pidana Jakarta: PT.Pradnya Paramita, Hal.157 
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Judi menjanjikan sejuta impian dam harapan yang cukup 
besar untuk memperoleh keuntungan ini kini tengah marak di 
negara indonesia, yang tercatat sudah meracuni masyarakat luas 
baik dari kalangan bawah hingga kalangan menengah yang telah 
menganggapnya sebagai hiburan sehari-hari dan pekerjaan 
sampingan. 
Menanggapi maraknya perjudian tersebut, pemerintah tentu 
saja tidak pasif dalam menanggapi fenomena ini. Dengan 
mengeluarkan UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian 
dan PP No.9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban 
Perjudian. Pemerintah dalam hal ini berusaha melakukan upaya 
penanggulangan kejahatan perjudian dengan mengeluarkan 
peraturan tersebut untuk menghentikan perkembangan perjudian 
ini. Namun dalam praktik, aturan yang diberlakukan di indonesia 
mengenai perjudian belum diaplikasikan sebagaimana mestinya, 
akibatnya, perjudian bukanya berkurang namun semakin subur 
dikalangan masyarakat, khususnnya dalam hal ini judi sabung 
ayam. 
Dalam prespektif hukum, tindak pidana perjudian sangatlah 
bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara kita. Seperti 
ketentuan yang tertulis dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis Jo. 
Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. 
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1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 
sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua 
puluh lima juta rupiah, barang siapa dengan tidak 
berhak: (a) Dengan sengaja mengadakan atau 
memberi kesempatan berjudi sebagai mata 
pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur 
dalam perusahaan main judi. (b) Dengan sengaja 
mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada 
umum atau dengan sengaja turut campur dalam 
perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak 
diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai 
kesempatan itu. (c) Turut main judi sebagai mata 
pencaharian. 
2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam 
pekerjaannya, maka dapat dicabut haknya melakukan 
pekerjaan itu.  
3) Main judi berarti tiap-tiap permainan, yang 
kemungkinannya akan menang pada umumnya 
tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau 
kemungkinan itu bertambah besar karena pemain lebih 
pandai dan atau lebih cakap. Main judi mengandung 
juga segala pertaruhan tentang keputusan perombakan 
atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka 
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yang turut berlomba atau main itu, dan juga segala 
pertaruhan lain. 
Walaupun ketentuan dan hukumanya sudah jelas, tetap saja 
masih banyak orang yang melakukanya, bahkan aktifitas perjudian 
semakin bertambah  di tenga-tengah kehidupan bermasyarakat. 
Berdasarkan uraian yang dipaparkan oleh penulis di atas, 
maka penulis tertarik menulis dan mengkaji perjudian tersebut 
dalam sebuah karya ilmiah yang dalam hal ini berjudul “Tinjauan 
Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memberi Kesempatan Main 
Judi Pada Khalayak ( Studi Kasus Putusan Nomor: 
1123/Pid.B/2016/PN.Mks)”. 
 
B.  Rumusan Masalah 
Agar pembahasan dalam penulisan ini lebih terarah, maka 
penulis menentukan masalah yang akan dibahas adalah: 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap 
tindak pidana memberi kesempatan main Judi pada 
khalayak dalam perkara pidana Nomor: 
1123/Pid.B/2016/PN.Mks? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana memberi 
kesempatan main judi pada khalayak dalam perkara 
pidana Nomor: 1123/Pid.B/2016/PN.Mks? 
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C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka adapun 
yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Hukum Pidana 
Materil terhadap tindak pidana memberi kesempatan Main 
Judi pada khalayak dalam Perkara Pidana Nomor: 
1123/Pid.B/2016/PN.Mks. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana memberi 
kesempatan main judi pada khalayak dalam Perkara  
Pidana Nomor: 1123/Pid.B/2016/PN.Mks. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Dari hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan 
manfaat yakni: 
1. Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap 
perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai 
tindak pidana perjudian. 
2. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum 
pada umumnya dan khususnya bagi penulis sendiri dalam 
menambah pengetahuan tentang ilmu hukum . 
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3. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih 
memperhatikan penegakan hukum di Indonesia, 
khususnya dalam penegakan hukum terhadap tindak 






BAB II  
TINJAUAN PUTAKA 
A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam 
hukum pidana Belanda yaitu starfbaarfeit. Tindak pidana dalam 
bahasa latin disebut dengan delictum atau delicta,dalam 
bahasa ingris dikenal dengan istilah delict, yang artinya suatu 
perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman, secara 
harafiah starfbaarfeit dapat diartikan sebagai sebahagian dari 
suatu kenyataan yang dapat dihukum2. Didalam kitab undang-
undang hukum pidana dituliskan sebagai delik. Berikut 
beberapa pengertian tindak pidana yang berbeda-beda 
mengenai istilah oleh para ahli3. 
a. Simons 
Simons merumuskan bahwa “starfbaar feeit” 
adalah suatu handeling (tindakan/perbuatan) yang 
diancam dengan pidana oleh undang-undang, 
bertentangan dengan hukum (onrechmatic) dilakukan 
dengan kesalahan (schuld) oleh seseorang yang 
mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau 
                                                          
2 Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Rangkang Education, Hal. 19 
3 Frans Maramis, 2013.  Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Jakarta: 
Rajawali Pers, Hal.157 
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membaginya dalam dua golongan unsur yaitu: unsur-
unsur objektif yang berupa tindakan yang 
dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu, 
dan unsur subjektif yang berupa kesalahan (schuld) 
dan kemampuan bertanggung jawab 
(toerekeningsvaatbaar) dari petindak. 
b. Van Hamel 
Van Hamel merumuskan bahwa “starfbaar feit” 
sama seperti yang dirumuskan simons, hanya 
ditambahkan “tindakan mana bersifat dapat dipidana”. 
c. H.B.Vos 
Vos merumuskan “srafbaar feit” adalah suatu 
kelakuan (gedraging) manusia yang dilarang oleh 
undang-undang yang diancam oleh pidana. 
d. Pompe 
Pompe merumuskan “strafbaar feit” adalah suatu 
pelanggaran kaidah (pengganguan ketertiban hukum), 
terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk 
mana pemidanaan adalah wadah untuk 




e. Moeljatno  
Tindak pidana adalah pebuatan yang dilarang 
oleh suatu aturan hukum yang mana disertai dengan 
ancama (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi 
setiap orang yang melanggar aturan tersebut.  
f. Mezger 
Tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk 
adanya pidana4. 
g. J.Bauman 
Tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi 
rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan 
dengan suatu kesalahan5. 
Menurut beberapa ahli hukum tersebut diatas maka dapat 
ditarik  suatu kesimpulan yakni: “Tindak Pidana adalah 
perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana 
larangan tersebut disertai sanski yang berupa pidana terntu 
bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”. 
 
                                                          
4 Bambang Poernomo. 1997. Asas-asas Hukum Pidana, Dahlia Indonesia, Jakarta:  Hal. 
89  
5 Ibid, hal. 89   
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2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Dalam hal unsur-unsur tindak pidana , suatu tindak pidana 
dapat dinyatakan sebagai suatu tindak pidana apabila 
memenuhi atau terpenuhi unsur-unsur pidananya. 
a. PAF Lamintang 6  
Mengatakan bahwa setiap tindak pidana dalam 
KUHPidana pada umumnya dapat dijabarkan unsur-
unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur subjektif dan 
unsur objektif. Adapun yang dimaksud dengan unsur-
unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri 
sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan 
termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang 
terkandung dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud 
dengan unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada 
hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-
keadaan mana tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan. 
b. Leden Marpaung 7 
Leden Marpaung mengatakan bahwa unsur unsur 
tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif 
dengan uraian sebagai berukut: 
1) Unsur Subjektif 
                                                          
6 P.A.F., Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia cet.3, Bandung: Citra 
Aditya Bakti hal. 123 
7 Leden Marpaung. 2005. Asas-teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 9 
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Adalah unsur yang berada dalam diri pelaku. 
Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada 
hukuman tanpa kesalahan” (an act does not make 
a person guilty unless the mind is guilityor actus 
non facit r4eum nisi mens sirea). Kesalahan yang 
dimaksud disini adalah kesalahana yang 
diakibatkan oleh kesengajaan 
(intention/opzet/dolus) dan kealpaan (schuld). 
2) Unsur Objektif 
Merupakan unsur dari luar diri pelaku yang 
terdiri atas: 
a. Perbuatan manusia berupa: 
1. Act, yakni perbuatan posesif (berbuat). 
2. Omissions, yakni perbuatan pasif atau 
perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang 
membiarkan atau mendiamkan. 
b. Akibat (result) perbuatan manusia 
Akibat tersebut membahayakan bahkan 
menghilangkan kepentingan-kepentingan 
yang dipertahankan oleh hukum, misalnya 
nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, 
kehormatan atau sebagainya. 
c. Keadaan-keadaan (circumstances) 
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Pada umunya keadaan ini dibedakan 
antara lain: 
1.  Keadaan saat perbuatan dilakukan  
2. Keadaan setelah perbuatan dilakukan  
3.  Sifat dapat dihukum dan sifat melawan 
hukum. 
c. Simons 
Seorang ahli hukum simons juga mempunyai pendapat 
tentang unsur-unsur tindak pidana itu sendiri yakni8: 
a. Diancam pidana oleh hukum 
b. Bertentangan dengan hukum 
c. Dilakukan oleh orang bersalah 
d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas 
perbuatanya. 
d. Moeljatno  
Menurut Moeljatno9, untuk dapat disebut perbuatan 
pidana harus memenuhi unsur0unsur sebagai berikut: 
1) Perbuatan (manusia) 
2) Memebuhi rumusan dalam undang-undang (syarat 
formil), syarat formil harus ada  karena asas 
legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. 
3) Bersifat melawan hukum (syarat materil). 
                                                          
8 Andi Hamzah. 2004. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: PT.Rineka Cipta, Hal.88 




Adapun unsur0unsur tindak pidana menurut Mezger 
adalah10:  
1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif 
atau membiarkan). 
2) Sifat melawan hukum (baik bersifat objektif maupun 
subjektif). 
3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang. 
4) Diancam dengan pidana. 
f. H.B.Vos 
Unsur-unsur tindak pidana menurut vos yakni sebagai 
berikut11:  
1) Kelakuan Manusia. 
2) Diancam pidana dalam undang-undang. 
Untuk menentukan seseorang benar melakukan sebuah 
tindak pidana terlebih dahulu harus unsur-unsur dari 
perbuatanya apakah sudah memenuhi unsur tindak pidana. 
Bilama tidak terpenuhi, maka tidaklah dapat dikatakan sebagai 
sebuah tindak pidana. 
                                                          
10 Bambang Poernomo. 1997.  Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Dahlia Indonesia, 
Hal.89 
11 Bambang Poernomo, Ibid, hal.89 
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3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 
Tindak pidana dapat dibedakan atas beberapa bagian 
tertentu yakni12: 
a. Berdasarkan ketentuan dalam KUHP, dibedakan antara 
kejahatan (misdriven). Dimuat dalam buku II dan 
pelanggaran (overtredingaen) dimuat dalam buku III; 
b. Menurut cara merumuskanya, dibedakan antara tindak 
pidana formil (formeel delicten) dan tindak pidana 
materil (materiel delicten); 
c. Berdasarkan bentuk kesalahanya, dibedakan antara 
tindak pidana sengaja (doelus Delicten) dan tindak 
pidana tidak dengan sengaja/kelalaian (culpose 
delicten); 
d. Berdasarkan macam perbuatanya, dapat dibedakan 
antara tindak pidana aktif/positif. Dapat juga disebut 
tindak pidana komisi (delicta commissions) dan tindak 
pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi 
(delicta ommissionis); 
e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka 
dapat dibedakan antara tindak pidana seketika/selesai 
(aflopende delicten) dan tindak pidana dalam waktu 
                                                          
12 Adami Chazawi. 2001. Stless Pidana,Tindak Pidana,Teori-teori Pemidanaan dan Batas 
Berlakunya Hukum Pidana,Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Hal.121 
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lama atau berlangsung terus/berlanjut (voortduren 
delicten); 
f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak 
pidana umum dan tidak pidana khusus; 
g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan 
antara tindak pidana communia (communia delicten, 
yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak 
pidana propria (propria delicten, yang hanya bisa 
dilakukan oleh orang tertentu); 
h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal 
penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa 
(gowene delicten) dan tindak pidana aduan (klacht 
delicten); 
i. Berdasarkan berat ringanya pidana yang diancamkan, 
maka dapat dibedakan antara tindak pidana yang 
diperberat dan tindak pidana yang diperringan; 
j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka 
tindak pidana tidak terbatas jenisnya tergantung dari 
kepentingan hukum yang dilindungi. Seperti tindak 
pidana terhadap nyawa, dan tubuh, terhadap harta 
benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana 
terhadap nama baik, tindak pidana terhadap kesusilaan, 
dan lain sebagainya; 
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k. Dilihat dari berapa kali perbuatan itu untuk menjadi 
seubuah larangan, (enkelvoudige delicten) dan tindak 
pidana berangkai (samengeltesde delicten); 
l. Kejahatan dan pelanggaran, kriteria yang membedakan 
antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan 
merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan 
hukum dan menimbulkan bahaya secara konkret, 
sementara pelanggaran itu perbuatan yang dilarang 
oleh undang-undang namun tidak memberikan efek 
yang langsung berpengaruh pada orang lain. 
 
B. Perjudian 
1. Pengertian Perjudian 
Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia 
dan hampir setiap negara mengenalnya sebagai permainan 
untung-untungan. Judi juga merupakan sebuah permasalahan 
sosial karena menimbulkan dampak yang negatif dalam 
kepentingan sosial terutama terhadap generasi muda juga 
sangat bertentangan dengan agama, moral dan kesusilaan. 
Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan 
menimbulkan kerugian baik dari segi materil maupun imateril 




Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus 
Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “permaiana dengan 
memakai uang sebagai taruhan”. Berjudi ialah 
“mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permaian 
tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan 
sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah 
uang atau harta semula”. 
Kartini Kartono13,mengartikan judi sebagai “pertaruhan 
dengan sengaja, yaitu pertaruhan suatu nilai atau sesuatu yang 
dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan 
harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan 
pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang 
tidak/belum pasti hasilnya.  
Sementara dalam tafsir Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana oleh Dali Mutiara14, mengartikan judi yaitu: “permainan 
judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga 
termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu 
pacuan kuda atau lain pertandingan, atau segala pertaruhan 
dalam segala perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator 
dan lain-lain.  
                                                          
13 Kartini Kartono. 2005. Patologi Sosial, Jilid I, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Hal. 
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Dalam bebarapa pengertian tersebut diatas,maka ada tiga 
unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat 
dikatakan perjudian, ketiga unsur tersebut yaitu: 
a. Permainan/perlombaan 
Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk 
permainan atau perlombaan. Perbuatan ini dilakukan 
semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan 
untuk mengisi waktu senggang guna menghibur diri. Jadi 
pada dasarnya ini bersifat hiburan, namun disini pelaku 
tidak harus terlibat dalam permainan, karena termasuk 
juga orang-orang yang ikut bertaruh terhadap jalanya 
sebuah permainan atau perlombaan. 
b. Untung-untungan 
Untuk memenangkan perlombaan atau permainan, 
lebih banyak digantungkan pada unsur 
spekulatif/kebetulan atau untung-untungan, atau faktor 
kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan 
atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau 
terlatih. 
c. Ada Taruhan 
 Dalam permaian ini ada taruhan yang dipasang oleh 
para pihak pemain atau bandar, baik dalam bentuk uang 
ataupun harta benda lainya. Dengan diadakanya taruhan 
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tersebut otomatis ada pihak yang diuntungkan dan pihak 
yang dirugikan. Unsur ini menjadi unsur yang paling 
utama dalam menentukan perbuatan tersebut masuk 
dalam kategori judi atau tidak.   
Dari uraian diatas, maka jelas bahwa segala perbuatan 
yang memenuhi ketiga unsur diatas adalah masuk dalam 
kategori judi atau perjudian dalam segala jenisnya. 
2. Jenis-jenis Perjudian  
Pada  masa sekarang, banyak bentuk-bentuk permainan 
yang sulit, menuntut ketekunan serta keterampilan dijadikan 
alat judi. Semakin hari semakin banyak ide-ide yang muncul 
tentang hal yang dapat dijadikan judi mulai dari yang tradisional 
hingga yang moderen. Dimana bermula hanya untuk menghibur 
diri hingga menjadi hal yang dikomersialisasikan dalam bentuk 
taruhan hingga disebut dengan judi. 
a) Perjudian yang bukan merupakan tindak pidana 
kejahatan yang apabila pelaksanaanya telah mendapat 
ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, seperti: 
(1) Casino 
(2) Undian sosial berhadiah 
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Dari jenis perjudian diatas, bukan merupakan kejahatan 
karena telah mendapat ijin dari pemerintah dengan 
berdasarkan Undang-undang. 
b) Perjudian yang merupakan tindak pidana kejahatan, 
apabila pelaksanaanya tidak mendapat ijin terlebih 
dahulu  dari pejabat yang berwenang, seperti permainan 
dadu. Bentuk permainan ini sifatnya hanya untung-
untungan saja, karena hanya tergantung pada 
keberuntungan saja. 
Selain dari pada jenis-jenis yang secara umum diatas 
berikut penjelasan jenis perjudian menurut KUHP dan PP 
No.9/1981: 
a. Perjudian Menurut KUHP 
Didalam KUHP, perjudian pada awalnya diatur dalam 
Pasal 542 yang ancaman pidananya lebih ringan, yaitu 
pidana kurungan maksimum 1 bulan atau denda 
maksimum tiga ratus rupiah (dikalikan 15). Oleh karena 
adanya perkembangan pandangan terhadap perjudian, 
maka pasal tersebut diubah menjadi Pasal 303 oleh 
Undang-Undang No.7 Tahun 1974, dengan ancaman 
pidana lebih berat. 
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Dalam KUHP ada dua pasal yang mengatur tentang 
perjudian, yakni Pasal 303 dan Pasal 303 bis, juga 
pembagian perjudian menurut KUHP, adalah: 
a) Kejahatan menawarkan atau memberi kesempatan 
bermain judi. Dirumuskan dalam Pasal 303 KUHP, 
yakni: 
1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 
sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak 
dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa 
mendapat izin: 
(1) Dengan sengaja menawarkan atau 
memberikan kesempatan untuk 
permaiana judi dan menjadikanya sebagai 
pencaharian, atau dengan sengaja turut 
serta dalam usaha itu. 
(2) Dengan sengaja menawarkan atau 
memberikan kesempatan kepada 
khalayak umum untuk bermain judi atau 
dengan sengaja turut serta dalam usaha 
itu, dengan tidak peduli apakah untuk 
menggunakan kesempatan adanya 
sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu 
tat cara. 
(3) Menjadikan turut bserta dalam permainan 
judi sebagai pencaharian. 
2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan 
tersebut dalam dalam menjalankan 
pencahariannya, maka dapat dicabut haknya 
untuk jalankan pencaharianya itu. 
3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap 
permainan, dimana yang pada umunya untuk 
mendapat untung bergantung pada 
keberuntungan belaka, juga karena pemainya 
lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk 
segala pertaruhan tentang keputusan 
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perlombaan atau permainan lain-lainya yang 
tidak diadakan antara mereka yang turut lomba 
atau bermain, demikian juga segala 
pertaruhanya.  
 
Dalam rumusan Pasal 303 KUHP diatas memuat 
lima kejahatan mengenai perjudian yang terdapat 
dalam ayat (1), yaitu: 
a) Dalam butir 1, memuat dua kejahatan 
b) Butir 2, memuat dua kejahatan 
c) Butir 3, memuat satu kejahatan 
Sedangkan dalam ayat (2) memuat tentang dasar 
pemberatan pidana, dan ayat (3) memuat tentang 
pengertian judi yang ada pada ayat (1). 
Lima kejahatan yang telah tetulis diatas 
mengandung unsur tanpa izin, dalam unsur tanpa izin 
inilah melekat unsur melawan hukum kejahatan 
tersebut diatas. 
I. Kejahatan pertama 
Kejahatan ini dimuat dalam butir pertama, 
kejahatan yang dilarang, tanpa izin yang dengan 
sengaja memberikan atau menawarkan kesempatan 
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untuk bermain judi dan menjadikanya mata 
pencaharian. 
Dari uraian tersebut, maka unsur kejahatan ini 
adalah:  
a) Unsur Objektif 
(1) Perbuatanya: menawarkan dan 
memeberikan kesempatan, 
(2) Objek: untuk bermain judi tanpa izin, 
(3) Dijadikan sebagai mata pencaharian. 
b) Unsur Subjektif 
(1) Dengan sengaja. 
Dalam kejahatan yang pertama ini, sipembuat tidak 
melakukan perjudian. Dalam kejahatan ini tidak 
termuat larangan untuk bermain judi, melainkan 
perbuatan yang dilarang itu adalah: 
- Menawarkan kesempatan bermain judi; 
- Memberikan kesempatan berjudi. 
“Menawarkan kesempatan” disini berarti sipembuat 
melakukan sesuatu perbuatan yang dapat 
mengundang atau mengajak orang-orang untuk 
bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu 
tertentu. Dalam hal ini belum terjadi permainan judi. 
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Sementara itu “memberikan kesempatan” berarti 
menyediakan peluang sebaik-baiknya dengan 
menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi. 
Dalam hal ini telah terjadi permainan judi. 
Perbuatan menawarkan dan memberikan 
kesempatan main judi yang dijadikan pencaharian, 
artinya perbutan tersebut berlangsung secara 
berkelanjutan dan mendapatkan sejumlah uang atas 
perbuatan tersebut. Selain sebagai pencaharian juga 
harus dibarengi dengan unsur tanpa izin, sehingga 
dapat dikatakan secara sengaja melawan hukum.  
II. Kejahatan kedua 
Kejahatan yang kedua yang juga  dimuat dalam 
butir I adalah tanpa izin dengan sengaja turut serta 
dalam suatu kegiatan usaha permainan judi. Dengan 
demikian terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: 
a) Unsur objektif 
(1) Perbuatan: turut serta, 
(2) Objek: dalam suatu kegiatan usaha 
permainan judi tanpa izin. 
b) Unsur subjektif 
(1) Dengan sengaja 
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Dalam kejahatan yang dimaksut dalam bagian yang 
kedua ini, perbuatanya adalah turut serta, artinya dia 
ikut terlibat dalam usaha permainan judi secara 
bersama-sama. Seperti pada bentuk yang pertama, 
dalam bentuk kedua ini, perbuatanya adalah turut 
serta, artunya dia ikut terlibat dalam usaha permainan 
judi bersama  orang lain. 
Seperti halnya dalam bagian yang pertama tadi, 
dalam bentuk yang kedua ini memuat sunsur dengan 
sengaja, akan tetapi kesengajaan ini lebih kepada 
unsur perbuatan turut serta, dimana dalam hal ini 
pelaku secara sadar turut serta dalam permainan judi 
tersebut. 
III. Kejahatan ketiga 
Kejahatan perjudian bentuk ketiga ini adalah 
dengan tanpa izin dengan sengaja menawarkan dan 
memberikan kesempatan kepada khalayak umum 
untuk bermain judi. 
a) Unsur objektif 
(1) Perbuatan: menawarkan atau memberi 
kesempatan; 
(2) Objek: kepada khalayak umum; 
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(3) Untuk bermain judi tanpa izin. 
b) Unsur subjektif 
(1) Dengan sengaja 
Dalam bagian yang ketiga ini, sangat mirip dengan 
bentuk yang pertama, yaitu menawarkan atau 
memberikan kesempatan untuk bermain judi. 
IV. Kejahatan keempat 
Dalam klasifikasi yang keempat ini, Pasal 303 ayat 
(1) KUHP adalah larangan dengan sengaja turut serta 
dalam menjalankan kegiatan usaha perjudian tanpa 
izin, dengan unsur sebagai berikut: 
a) Unsur objektif: 
(1) Perbuatanya: turut serta; 
(2) Objeknya: dalam usaha permainan judi 
tanpa izin. 
b) Unsur subjektif: 
(1) Dengan sengaja, secara sadar. 
V. Kejahatan kelima 
Dalam bagian yang kelima ini unsurnya adalah 
seseorang yang turut serta dalam permainan judi 
tersebut secara sadar. 
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b) Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan 
dengan melanggar Pasal 303 KUHP. 
Perjudian yang dimaksud diatas diatur dalam Pasal 
303 bis, ditambah dengan Undang-undang No.7 
Tahun 1974 yang rumusannya sebagai berikut: 
1) Diancam dengan pidana penjara maksimum empat 
tahun atau pidana denda maksimum sepuluh juta 
rupiah: 
(1) Barang siapa yang menggunakan kesempatan 
terbuka sebagaimana tersebut dalam Pasal 303, 
untuk bermain judi, 
(2) Barang siapa turut serta bermain judi di jalan 
umum atau disuatu tempat terbuka untuk umum, 
kecuali jika untuk permainan judi tersebut telah 
diberu izin oleh penguasa ynang berwenang. 
2) Jika ketika melakukan kejahatan itu belum lewat 
dua tahun sejak pemidanaan yang dulu yang sudah 
menjadi tetap karena salah satu kejahatan ini, 
ancamanya dapat menjadi penjara maksimum 
enam tahun, atau denda maksimum lima belas juta 
rupiah. Antara Pasal 303 KUHP dan 303 bis KUHP 
saling berkaitan, dimana terlebih dahulu 303 KUHP 




b. Perjudian Menurut PP No.9 Tahun 1981  
Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang 
Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), disebutkan 
beberapa jenis perjudian yaitu: 







g. Super ping Pong; 
h. Lotto fair; 
i. Satan; 
j. Paykyu; 
k. Slot Machine; 
l. Ji Si Kie; 
m. Big Six whell; 
n. Chuk a Cluck; 
o. Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau 
papan; 
p. Yang berputar (paseran); 
q. Phacinko; 
r. Poker; 
s. Twenty One; 
t. Hwa-Hwe; 
u. Kiu-Kiu 
2. Perjudian ditempat-tempat keramaian, antara lain 
terdiri dari perjudian dengan: 
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a. Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau 
sasaran yang tidak bergerak; 
b. Lempar gelang; 
c. Lempar uang coin; 
d. Koin; 
e. Pancingan; 
f. Menembak sasaran yang tidak berputar; 
g. Lempar bola; 
h. Adu ayam; 
i. Adu kerbau; 
j. Adu kambing, atau domba; 
k. Pacu kuda; 
l. Kerapan sapi; 




3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain 
antara lain yang dikatkan dengan kebiasaan-
kebiasaan yaitu: 
a. Adu ayam; 
b. Adu sapi; 
c. Adu kerbau; 
d. Pacu kuda; 
e. Karapan sapi; 
f. Adu domba atau kambing; 
g. Adu burung 
Menurut penjelasan diatas, dikatakan bahwa bentuk 
perjudian yang terdapat dalam angka 3, seperti adu ayam, sapi 
dan adu kerbau dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian 
apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan atau 
baerkaitan dengan upacara adat dan keagamaan dan 
sepanjang  kebiasaan itu tidak merupakan perjudian. 
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C. Sejarah Permainan Sabung Ayam 
Adu ayam jago atau biasa disebut sabung ayam merupakan 
permainan yang telah dilakukan masyarakat di kepulauan 
Nusantara sejak dahulu kala. Permainan ini merupakan perkelahian 
ayam jago yang memiliki taji dan terkadang taji ayam jago 
ditambahkan sesuatunyang terbuat dari logam yang runcing. 
Permainan sabung ayam di Nusantara terhanya tidak hanya 
sebuah permainan hiburan semata bagi masyarakat, tetapi 
merupakan cerita kehidupan baik sosial, budaya maupun politik. 
Permainan sabung ayam sangat fenomenal di beberapa daerah 
di Nusantara. Seperti Jawa, Bali, Kalimantan dan Sulawesi. Dalam 
kebudayaan Bugis sendiri sabung ayam merupakan kebudayaan 
yang telah melekat lama. Terbukti cerita sabung ayam ada dalam 
kitab La Galigo (sebuah karya sastra terbesar tentang peradaban 
bugis) dengan berbagai cerita yang membuktikan bahwa sabung 
ayam tersebut sudah menjadi budaya sejak dahulu, bahkan dalam 
kehidupan sehari-hari kerajaan-kerajaan di Sulawesi di masa 
lampau.  
Tetapi seiring berkembangnya jaman dan ide-ide kreatif 
masyarakat yang menyalahkan kegunaan permainan ini sehingga 
bukan lagi pada tujuan dan kegunaan yang sebenarnya. Tetapi 
telah berubah menjadi hal yang menyimpang dengan moral dan 
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keagamaan, telah mempertaruhkan segala hal baik materil maupun 
imateril yang kemudian berubah manjadi permaianan judi, 
pengertian  sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-undang. 
( sumber: http://phesolo.wordpress.com/2011/12/02/sejarah-
sabung-ayam-di-nusantara diakses Minggu, 05 feb 2017, jam 
16:57) 
 
D. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 
Adapun yang dimaksud dengan putusan pengadilan menurut 
Pasal 1 angka 11 KUHAP, mengatakan bahwa pernyataan hakim 
yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat 
berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan 
hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-
undang15. 
Pidana hanya dapat dijatuhkan apabila terdakwa terbukti 
bersalah, yang dibuktikan didepan persidangan. Kesalahan 
terdakwa tentunya seperti yang dimaksud dalam surat dakwaan 
penuntut umum. 
Terdakwa tidak serta merta dengan begitu saja langsung 
dikatakan bersalah dan dijatuhi pidana, tetapi harus didukung alat 
bukti minimum yang sah. Alat bukti minimum harus dapat harus 
dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa. 
                                                          




Hal tersebut sesuai dengan rumusan Pasal 183 KUHAP yang 
menegaskan bahwa: 
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang 
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang 
sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana 
benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 
melakukanya.  
 
Dalam hal ini, undang-undang menghendaki adanya batas 
minimum alat bukti yang dapat meyakinkan hakim akan kesalahan 
terdakwa dan tindak pidana yang dilakukanya. 
Adapun maksud dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang 
sah tersebut adalah minimal dua alat bukti yang sah menurut 
KUHAP. Pasal 184 ayat (1) KUHAP, menyebutkan alat bukti yang 
sah adalah: 
1) Keterangan Saksi 
2) Keterangan Ahli 
3) Surat 
4) Petunjuk, dan 
5) Keterangan Terdakwa 
1. Dasar Pemberatan Pidana 
Menurut Jonkers, dasar umum dari “strafverhogingsgronden” 
atau dasar pemberatan atau penambahan pidana umum 
adalah16: 
a. Kedudukan sebagai pegawai negeri 
                                                          
16 Zainal Abidin Farid. 2007. Hukum Pidana I, Jakarta: Sinar Grafika, Hal: 427  
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b. Residive (pengulangan delik) 
c. Samenloop (gabungan atau perbarengan dua atau lebih 
delik) atau  concursus. 
Dasar penambahan hukuman berdasarkan undang-undang 
ditentukan sebagai berikut: 
a. Dalam hal concursus, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 
65 KUHP: 
(1) Dalam hal gabungan dari perbuatan yang harus 
dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri  
sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam 
dengan hukuman utama yang sejenis, maka dijatuhkan 
hanya satu pidana; 
(2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah 
maksimum pidana-pidana yang diancamkan terhadap 
perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari 
maksumum pidana yang terberat ditambah sepertiganya. 
Dan dalam Pasal 66 KUHP yang berbunyi: 
(1) Dalam gabungan beberapa perbuatan yang masing-
masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri 
sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang 
diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka 
dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi 
jumlahnya tidk boleh lebih dari maksimum pidana yang 
terberat ditambah sepertiga. 
(2) Hukuman denda dalam hal ini dihitung menurut lamanya 
maksumum pidana kurungan pengganti denda yang 




b. Dalam Hal Rescidive, berdasarkan Pasal 486, 487, dan 488 
KUHP. 
Undang-undang mengatur tentang tiga dasar yang 
menyebabkan diperberatnya pidana umum, yakni17: 
1) Dasar pemberatan karena jabatan  
2) Dasar pemberatan karena menggunakan bendera 
kebangsaan 
3) Dasar pemberatan karena pengulangan (recidive) 
Pemberatan pidana karena jabatan ditentukan dalam 
Pasal 52 KUHP yang dirumuskan demikian: “bilamana 
seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar 
suatu kewajiban khusus dari jabatanya, atau waktu 
melakukan tidak pidana memakai kekuasaan, kesempatan 
atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatanya, 
pidananya dapat ditambah seprtiga”. 
Dasar pemberatan pidana tersebut dalam Pasal 52 adalah 
terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat 
(pejabat atau pagawai negeri) mengenai empat hal, ialah 
dalam melakukan tindak pidana dengan: 
a. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatanya 
b. Memakai kekuasaan jabatanya 
c. Menggunakan kesempatan karena jabatanya 
                                                          
17 Adami Cazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2; Penafsiran Hukum Pidana, 
Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan 
AjaranKausalitas,Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Hal.73  
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d. Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatanya 
Melakukan suatu tindak pidana dengan  dengan 
menggunakan sarana bendera kebangsaan dirumuskan 
dalam Pasal 52 a KUHP yang berbunyi demikian18:  
“Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan 
bendera kebangsaaan Republik Indonesia, pidana untuk 
kejahatan tersebut dapat ditambah dengan sepertiga” 
 
Dalam Pasal 52 ini tidak ditentukan tentang bagaimana 
caranya dalam menggunakan bendera kebangsaan pada 
waktu melakukan kejahatan itu, dapat dengan menggunakan 
cara apapun, yang penting kejahatan tersebut terwujud. 
Oleh karena dalam Pasal 52 inidisebutkan secara tegas 
penggunaan bendera kebangsaan itu adalah waktu 
melakukan kejahatan, meka disini tidak berlaku pada 
pelanggaran. Disini berlaku pada kejahatan manapu, 
termasuk kejahatan menurut perundang-undangan di luar 
KUHP. 
Pengulangan dalam srti hukum pidana, yang merupakan 
faktor pemberat pidana, tidaklah cukup hanya melihat 
brulangnya melakukan tindak pidana, tetapi berkaitan 
                                                          
18 Ibid, Hal. 80 
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dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan undang-
undang. 
Undang-undang sendiri tidak mengatur mengenai 
pengulangan umum (general recidive) yang artinya 
menentukan pengulangan berlaku untuk dan terhadap 
semua tindak pidana. Mengenai pengulangan ini KUHP 
mengatur sebagai berikut19: 
a. Pertama, menyebutkan dengan mengelompokkan 
dengan tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat 
tertentu yang dapat terjadi pengulanganya. 
Pengulangan hanya terbatas pada tindak pidana 
tertentu yang disebutkan dalam pasal 486, 487, 488 
KUHP, dan 
b. Diluar kelompok kejahatan dalam pasal 386, 387, dan 
388, KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana 
khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan, 
misalnyaPasal 216 ayat (3),489 ayat (2),495 ayat (2), 
501 ayat (2), 512 ayat (3). 
Pada tindak pidana lain yang tidak masuk pada yang 
diterangkan pada butir a dan b tersebut diatas, tidak 
dapat terjadi pengulangan. 
Oleh karena tidak mengenal general recidive inilah maka 
pengaturanya tidak dimuat dalam Buku I melainkan 
dikelompokkan pada ketiga pasal tersebut dalam Buku II dan 
pasal tertentu lainya dalam Buku II (kejahatan) maupun Buku 
III (pelanggaran).  
                                                          
19 Ibid Hal. 81 
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2. Dasar Peringanan Pidana 
Pengurangan hukuman berdasarkan ketentuan Undang-
undang adalah sebagai berikut: 
1) Dalam hal umur yang masih muda (incapacity or infacy), 
berdasarkan Pasal 47 ayat (1) KUHP yang berbunyi 
demikian “jika hakim menghukum sitersalah, maka 
maksimum hukuman pokok bagi tindak pidan itu, dikurangi 
sepertiga”. 
2) Dalam hal percobaan melakukan kejahatan, berdasarkan 
Pasal 3 ayat (2) KUHP yang berbunyi demikian: 
 “Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas 
hukuman itu dikurangi sepertiga dalam hal percobaan” 
 
3) Dalam hal membantu kejahatan, berdasarkan Pasal 57 ayat 
(1) yang berbunyi sebagai berikut: 
“Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas 







A. Lokasi Penelitian  
Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan 
berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan ini, 
maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi 
penelitian di Makassar yaitu tepatnya di Pengadilan Negeri 
Makassar. Tempat penelitian tersebut dipilih oleh penulis, karena 
dianggap berkesesuaian dengan judul yang diangkat oleh penulis. 
B. Jenis Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang dugunakan dalam penelitian ini 
digolongkan dalam (2) dua bagian yaitu: 
1. Data primer, merupakan data yang diperoleh melalui 
penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara 
dengan pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan 
skripsi ini, dalam hal ini Hakim Pengadilan Negeri Makassar. 
2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari buku-
buku literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel 
hukum, karangan ilmiah dan bacaan-bacaan lainya yang ada 




C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan 
pembahasan tulisan ini, maka penulis melakukan teknik 
pengumpulam data sebagai berikut: 
1. Penelitian kepustakaan  
Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data 
yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa 
dokuman dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. 
2. Penelitian Lapangan 
Penelitian lapangan ini ditempuh dengan cara: yaitu pertama 
melakukan observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara 
pengamatan langsung dengan objek penelitian. Kedua, 
dengan cara wawancara (interview) langsung kepada Hakim 
Pengadilan Negeri Makassar yang menangani kasus 
tersebut. 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis 
secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan 
menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan 
permasalahan yang erat dengan penelitian ini. 
Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data 
yang telah diperoleh, sehingga membentuk deskripsi yang 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana 
Memberi Kesempatan Main Judi Pada Khalayak Dalam Putusan 
No. 1123/Pid.B/2016/PN.Mks. 
Sebelum membahas mengenai penerapan hukum pidana 
materil dalam kasus putusan nomor 1123/Pid.B/2016/PN.Mks 
berikut pemaparan mengenai kasusnya:  
1. Posisi kasus 
Dalam putusan No.1123/Pid.B/2016/PN.Mks, yang diteliti 
oleh penulis terdapat beberapa orang yang terlibat dalam tindak 
pidana perjudian tersebut.  
Pada hari sabtu tanggal 9 april 2016 sekitar jam 16:30 Wita, 
bertempat di Jl. Teuku Umar 12 Lr.7 Kelurahan Kaluku Bodoa, 
Kecamatan Tallo Makassar, terdakwa I. BAKRI B alias BAKO 
bersama terdakwa II. JUFRI, terdakwa III. H. MUH.TAHIR Bin 
DG. NGAKASA dan terdakwa IV.DEDY SUHARTO alias DEDY 
serta  Lk. YAHYA alias YAYA, Lk.RAHMAN, Lk.NUHUNG, Lk. 
DG. NAI, dan Lk.ALDY benar melakukan perjudian sabung 
ayam tersebut dengan cara masing-masing pemain 
menyiapkan ayam yang akan diadu, kemudian ayam tersebut 
diadu didalam arena yang telah disiapkan selama 4 sampai 5 
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ronde dimana tiap rondenya diberi waktu 15 menit. Para 
terdakwa melakukan permainan judi sabung ayam tersebut 
dengan cara dua ekor ayam jantan yang dimasukkan kedalam 
arena atau ring, kemudian dua ekor ayam tersebut di adu 
dalam lima ronde. Ketika salah satu ayam tersebut terlebih 
dahulu kalah dan tidak dapat main lagi maka pemilik atau yang 
memilih ayam tersebut harus menyerahkan uang taruhan 
miliknya kepada pemenang sesuai jumlah yang telah mereka 
sepakati sebelumnya.  
Pada saat itu terdakwa ikut bermain judi dengan cara 
memasang uang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh 
ribu). Dalam permainan judi tersebut yang menyediakan 
lokasi/arena dalam permainan judi sabung ayam tersebut 
adalah Lk.YAHYA alias YAYA, karena permainan judi tersebut 
dilakukan di bawah kolong rumah L. YAHYA alias YAYA, dan 
pemilik ayam yang di adu pada saat itu adalah milik Lk.YAHYA 
alias YAYA, terdakwa II. Lk.JUFRI dan Lk. Rahman. Dalam 
permainan tersebut setiap pemain mengharapkan sebuah 
kemenangna satu sama lain. Dan tempat pelaksanaan tindak 
pidana perjudian tersebut dilakukan di tempat umum sehingga 
dapay dilihat oleh khalayak ramai. 
Pada saat terdakwa berteman ditangkap oleh aparat 
ditemukan barang bukti berupa uang tunai yang totalnya 
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sebesar Rp. 4.315.000,- (empat juta tigaratus lima belas ribu 
rupiah), 7 (tujuh) ekor ayam jantan, 2 (dua) buah karungan 
ayam, 1 (satu) buah keranjang ayam,1 (satu) rol ring (karokok) 
tersebut dari karet dan dua lembar spanduk gambar ayam 
jantan. Dan mereka melakukan perjudian jenis sabung ayam 
tersebut tanpa izin dari pihak dari yang berwenang. 
2. Dakwaan Penuntut Umum 
PERTAMA 
 Bahwa ia terdakwa alias YAHYA alias YAYA, pada sabtu 
tanggal 09 April tahun 2016, bertempat di Jl. Teuku Umar 12 Lr. 
7 Makassar atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain dalam 
darah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan tidak 
berhak dengan sengaja mengadakan atau memberi 
kesempatan berjudi sebagai mata pencaharian, atau dengan 
sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, perbuatan 
mana yang dilakykan oleh terdakwa dengan cara sebagai 
berikut: 
- Bahwa berawal pada saat terdakwa YAHYA alias YAYA 
bersama dengan Lk. M. ALWI HB, Lk. RAHMAN, 
Lk.SATTUANG DG. NAI, Lk RIFALDI ADAM alias ALDI, Lk. 
BUDIMAN alias BUDI, NATO, Lk.ZUL KIFLI alias ZUL, 
Lk.BAHTIAR alias TIAR, Lk. MUH SYUKUR DG.RANI, Lk. 
DAMHURI alias DAMAN, Lk. BAKRI B alias BAKO, Lk. 
JUFRI, Lk. H. MUH. TAHIR BIN DG. NGAKASA dan Lk. 
DEDY SUHARTO alias DEDY (yang kesemuanya 
penuntutanya diajukan dalam berkas terpisah) bersepakat 
untuk melakukan perjudian jenis sabung ayam dan uang 
sebagai jenis taruhannya, selanjutnya terdakwa YAHYA 
alias YAYA dengan sengaja menyediakan sarana berupa 
ayam jantan untuk diadu dan tempat perjudian sabung 
ayam tersebut berada dibawah rumah panggung terdakwa 
dan dikelilingi dinding tembok hanya satu pintu dam juga 
terdakwa menyediakan gelanggang/ring berbentuk bulat 
terbuat dari karet tinggi sekitar 1 (satu) meter dengan 
diameter sekitar 2,5 meter untuk digunakan dan terdakwa 
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juga ikut dalam judi permainan ayam tersebut, selanjutnya 2 
(sua) ekor ayam jantan yang akan di adu terlebih dahulu di 
ukur tinggi dan besarnya untuk untuk mengetahui 
keseimbangannya dan jika kedua ekor ayam yang akan di 
adu tersebut sudah seimbang maka permainan dilanjutkan 
namun sebelum ayam tersebut diadu maka terlebih dahulu 
dibicarakan berapa sewanya dan setelah terjadi 
kesepakatan uang sewa maka pemilik mengumpulkan uang 
sewa dari masing-masing pemain dan dicatatat nama-nama 
orang yang main dalam taruhan tersebut, setelah uang 
sewa tersebut telah tekumpul maka kedua ayam jago 
tersebut mulai diadu didalam arena atau ring (karokok) yang 
terbuat dari karet yang dibuat melingkar agar kedua ayam 
jago yang diadu tersebut tidak keluar dari arena atau ring 
tersebut, dimana setiap kali permainan berlangsung 5 (lima) 
ronde dengan durasi waktu sekitar 15 (lima belas) menit 
setiap ronde dan apabila dalam permaianan ada salah satu 
ayam yang lari namun belum cukup ronde maka dinyatakan 
kalah, lalu setiap ayam yang kalah maka pemiliknya atau 
yang memepertaruhkan ayam yang kalah tersebut harus 
membayar kepada pemain yang menang sesuai 
kesepakatan para pemain, begitu seterusnya dan saat 
terdakwa berteman sedang melakukan perjudian tersebut 
tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dan 
langsung mengamankan terdakwa berteman dan saat itu 
ditemukan barang bukti berupa uang tunai yang totalnya 
sebesar Rp. 4.315.000.- (empat juta tiga ratus lima belas 
ribu rupiah), 7 (tujuh) ekor ayam jantan, 2 (dua) buah 
kurungan ayam, 1 (satu) buah kerancang ayam, 1 (satu) rol 
ri g (karorok) yang terbuat dari karet dan 2 (dua) lembar 
spanduk gambar ayam jantan, selanjutnya terdakwa 
berteman bersama barang buktinya dibawa ke Kantor 
Polrestabes Makassar guna proses lebih lanjut, dan 
terdakwa berteman melakukan perjudian tersebut tidak 
dilengkapin dengan surat izin yang sah dari pihak yang 
berwenang. 
 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP 




 Bahwa ia terdakwa alias YAHYA alias YAYA, pada sabtu 
tanggal 09 April tahun 2016, bertempat di Jl. Teuku Umar 12 Lr. 
7 Makassar atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain dalam 
darah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan tidak 
berhak dengan sengaja mengadakan atau memberi 
kesempatan berjudi sebagai mata pencaharian, atau dengan 
sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, perbuatan 
mana yang dilakykan oleh terdakwa dengan cara sebagai 
berikut: 
- Bahwa berawal pada saat terdakwa YAHYA alias YAYA 
bersama dengan Lk. M. ALWI HB, Lk. RAHMAN, 
Lk.SATTUANG DG. NAI, Lk RIFALDI ADAM alias ALDI, Lk. 
BUDIMAN alias BUDI, NATO, Lk.ZUL KIFLI alias ZUL, 
Lk.BAHTIAR alias TIAR, Lk. MUH SYUKUR DG.RANI, Lk. 
DAMHURI alias DAMAN, Lk. BAKRI B alias BAKO, Lk. 
JUFRI, Lk. H. MUH. TAHIR BIN DG. NGAKASA dan Lk. 
DEDY SUHARTO alias DEDY (yang kesemuanya 
penuntutanya diajukan dalam berkas terpisah) bersepakat 
untuk melakukan perjudian jenis sabung ayam dan uang 
sebagai jenis taruhannya, selanjutnya terdakwa YAHYA 
alias YAYA dengan sengaja menyediakan sarana berupa 
ayam jantan untuk diadu dan tempat perjudian sabung 
ayam tersebut berada dibawah rumah panggung terdakwa 
dan dikelilingi dinding tembok hanya satu pintu dam juga 
terdakwa menyediakan gelanggang/ring berbentuk bulat 
terbuat dari karet tinggi sekitar 1 (satu) meter dengan 
diameter sekitar 2,5 meter untuk digunakan dan terdakwa 
juga ikut dalam judi permainan ayam tersebut, selanjutnya 2 
(sua) ekor ayam jantan yang akan di adu terlebih dahulu di 
ukur tinggi dan besarnya untuk untuk mengetahui 
keseimbangannya dan jika kedua ekor ayam yang akan di 
adu tersebut sudah seimbang maka permainan dilanjutkan 
namun sebelum ayam tersebut diadu maka terlebih dahulu 
dibicarakan berapa sewanya dan setelah terjadi 
kesepakatan uang sewa maka pemilik mengumpulkan uang 
sewa dari masing-masing pemain dan dicatatat nama-nama 
orang yang main dalam taruhan tersebut, setelah uang 
sewa tersebut telah tekumpul maka kedua ayam jago 
tersebut mulai diadu didalam arena atau ring (karokok) yang 
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terbuat dari karet yang dibuat melingkar agar kedua ayam 
jago yang diadu tersebut tidak keluar dari arena atau ring 
tersebut, dimana setiap kali permainan berlangsung 5 (lima) 
ronde dengan durasi waktu sekitar 15 (lima belas) menit 
setiap ronde dan apabila dalam permaianan ada salah satu 
ayam yang lari namun belum cukup ronde maka dinyatakan 
kalah, lalu setiap ayam yang kalah maka pemiliknya atau 
yang memepertaruhkan ayam yang kalah tersebut harus 
membayar kepada pemain yang menang sesuai 
kesepakatan para pemain, begitu seterusnya dan saat 
terdakwa berteman sedang melakukan perjudian tersebut 
tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dan 
langsung mengamankan terdakwa berteman dan saat itu 
ditemukan barang bukti berupa uang tunai yang totalnya 
sebesar Rp. 4.315.000.- (empat juta tiga ratus lima belas 
ribu rupiah), 7 (tujuh) ekor ayam jantan, 2 (dua) buah 
kurungan ayam, 1 (satu) buah kerancang ayam, 1 (satu) rol 
ri g (karorok) yang terbuat dari karet dan 2 (dua) lembar 
spanduk gambar ayam jantan, selanjutnya terdakwa 
berteman bersama barang buktinya dibawa ke Kantor 
Polrestabes Makassar guna proses lebih lanjut, dan 
terdakwa berteman melakukan perjudian tersebut tidak 
dilengkapin dengan surat izin yang sah dari pihak yang 
berwenang. 
 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP 
  ------------------------------------ atau ------------------------------------- 
               
 KETIGA 
Bahwa ia terdakwa alias YAHYA alias YAYA, pada sabtu 
tanggal 09 April tahun 2016, bertempat di Jl. Teuku Umar 12 Lr. 
7 Makassar atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain dalam 
darah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan tidak 
berhak dengan sengaja mengadakan atau memberi 
kesempatan berjudi sebagai mata pencaharian, atau dengan 
sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, perbuatan 
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mana yang dilakykan oleh terdakwa dengan cara sebagai 
berikut: 
- Bahwa berawal pada saat terdakwa YAHYA alias YAYA 
bersama dengan Lk. M. ALWI HB, Lk. RAHMAN, 
Lk.SATTUANG DG. NAI, Lk RIFALDI ADAM alias ALDI, Lk. 
BUDIMAN alias BUDI, NATO, Lk.ZUL KIFLI alias ZUL, 
Lk.BAHTIAR alias TIAR, Lk. MUH SYUKUR DG.RANI, Lk. 
DAMHURI alias DAMAN, Lk. BAKRI B alias BAKO, Lk. 
JUFRI, Lk. H. MUH. TAHIR BIN DG. NGAKASA dan Lk. 
DEDY SUHARTO alias DEDY (yang kesemuanya 
penuntutanya diajukan dalam berkas terpisah) bersepakat 
untuk melakukan perjudian jenis sabung ayam dan uang 
sebagai jenis taruhannya, selanjutnya terdakwa YAHYA 
alias YAYA dengan sengaja menyediakan sarana berupa 
ayam jantan untuk diadu dan tempat perjudian sabung 
ayam tersebut berada dibawah rumah panggung terdakwa 
dan dikelilingi dinding tembok hanya satu pintu dam juga 
terdakwa menyediakan gelanggang/ring berbentuk bulat 
terbuat dari karet tinggi sekitar 1 (satu) meter dengan 
diameter sekitar 2,5 meter untuk digunakan dan terdakwa 
juga ikut dalam judi permainan ayam tersebut, selanjutnya 2 
(sua) ekor ayam jantan yang akan di adu terlebih dahulu di 
ukur tinggi dan besarnya untuk untuk mengetahui 
keseimbangannya dan jika kedua ekor ayam yang akan di 
adu tersebut sudah seimbang maka permainan dilanjutkan 
namun sebelum ayam tersebut diadu maka terlebih dahulu 
dibicarakan berapa sewanya dan setelah terjadi 
kesepakatan uang sewa maka pemilik mengumpulkan uang 
sewa dari masing-masing pemain dan dicatatat nama-nama 
orang yang main dalam taruhan tersebut, setelah uang 
sewa tersebut telah tekumpul maka kedua ayam jago 
tersebut mulai diadu didalam arena atau ring (karokok) yang 
terbuat dari karet yang dibuat melingkar agar kedua ayam 
jago yang diadu tersebut tidak keluar dari arena atau ring 
tersebut, dimana setiap kali permainan berlangsung 5 (lima) 
ronde dengan durasi waktu sekitar 15 (lima belas) menit 
setiap ronde dan apabila dalam permaianan ada salah satu 
ayam yang lari namun belum cukup ronde maka dinyatakan 
kalah, lalu setiap ayam yang kalah maka pemiliknya atau 
yang memepertaruhkan ayam yang kalah tersebut harus 
48 
 
membayar kepada pemain yang menang sesuai 
kesepakatan para pemain, begitu seterusnya dan saat 
terdakwa berteman sedang melakukan perjudian tersebut 
tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dan 
langsung mengamankan terdakwa berteman dan saat itu 
ditemukan barang bukti berupa uang tunai yang totalnya 
sebesar Rp. 4.315.000.- (empat juta tiga ratus lima belas 
ribu rupiah), 7 (tujuh) ekor ayam jantan, 2 (dua) buah 
kurungan ayam, 1 (satu) buah kerancang ayam, 1 (satu) rol 
ri g (karorok) yang terbuat dari karet dan 2 (dua) lembar 
spanduk gambar ayam jantan, selanjutnya terdakwa 
berteman bersama barang buktinya dibawa ke Kantor 
Polrestabes Makassar guna proses lebih lanjut, dan 
terdakwa berteman melakukan perjudian tersebut tidak 
dilengkapin dengan surat izin yang sah dari pihak yang 
berwenang. 
 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 303 (bis) ayat (1) ke 2 KUHP 
  ------------------------------------ atau ------------------------------------- 
3. Tuntutan Penuntut Umum 
Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, tidak 
ditemukan adanya alasan pembenar, alasan pemaaf maupun 
alasan penghapusan penuntutan, sehingga perbuatan terdakwa 
tersebut sebagaimana yang didakwakan kepadanya dapat 
dipertanggung jawabkan dan dapat dipersalahkan melanggar 
Pasal 303 (bis) ayat (1) ke-2 KUHP. Berdasarkan uraian yang 
dimaksud diatas dan berdasarkan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini, 
kami  Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar 
menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar 
yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 
1. Menyatakan bahwa YAHYA alias YAYA, bersalah melakukan 
tindak pidana “ikut serta dalam permainan judi yang 
diadakan dijalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat 
yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk 
mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang”, 
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sebagaimana diatur dalam Pasal 303 (bis) ayat (1) ke-2 
KUHP, dalam Dakwaan Ketiga. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YAHYA alias YAYA, 
oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan 
dikurangi selama terdakwa ditahan. 
3. Menyatakan barang bukti berupa: Uang tunai sejumlah Rp. 
4.315.000,- (empat juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) 
dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa 7 
(tujuh) ekor ayam jantan, 1 (satu) rol ring (karoro) terbuat 
dari karet, 2 (dua) buah kurungan ayam terbuat dari bamboo, 
1 (satu) buah kiso Kiso (keranjang ayam) terbuat dari bambu 
dan plastik dan 2 (dua) lembar spanduk gambar ayam 
jantan, dirampas untuk dimusnahkan. 
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya 
perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah). 
 
4. Analisis Penulis 
Kasus yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini yaitu 
tentang tindak pidana memberi kesempatan main judi pada 
khalayak, yang mana terdakwanya adalah YAHYA alias YAYA 
yang telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana  
tersebut di atas. 
Dalam kasus ini penuntut umum menyusun surat 
dakwaannya dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan kesatu 
Pasal 303 ayat (1) ke-1KUHP, atau kedua Pasal 303 ayat (1) 
ke-2 KUHP, atau ketiga Pasal 303 (bis) ayat (1) ke-2 KUHP. 
Dalam proses di persidangan, penuntut umum berpendapat 
bahwa dakwaaan yang paling memenuhi unsur adalah 
dakwaan yang ketiga, yang mana hal tersebut berdasar pada 
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analisis fakta di persidangan dan analisis yuridis oleh penuntut 
umum. 
Adapun analisis fakta yang didapatkan berdasarkan dari 
fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan 
saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di 
muka persidangan. Adapun analisis fakta hukum oleh Penutut 
Umum dalam Surat Tuntutan No.REG.PERK: PDM-
66/Mks/Ep.2/06/2016, yakni: 
1. Terhadap keterangan  saksi 
Di persidangan telah didengarkan keterangan oleh 
beberapa saksi yaitu saksi FERY PASA PALINDING, SH 
(anggota polisi), BAMBANG HIDAYAT (polisi), RIFALDI 
ADAM alias ALDI, M. ALWI .HB, RAHMAN, BUDIMAN 
alias BUDI, yang mana kesemuanya saksi telah disumpah 
menurut agama dan kepercayaanya masing-masing. 
Dimana dari setiap keterangan saksi saling 
berkesesuaian. 
2. Terhadap keterangan terdakwa 
Di persidangan telah didengar keterangan dari terdakwa, 
bahwa benar terdakwa yang menyediakan tempat dan 
fasilitas dari permainan judi sabung ayam tersebut di 
lokasi rumah terdakwa yang memungkinkan terlihat oleh 
umum. 
3. Terhadap barang bukti 
Di muka persidangan telah diajukan beberapa barang 
bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti 
dalam berkas perkara yang mana telah disita untuk 
memperkuat pembuktian. 
Jaksa penuntut umum menuntut dengan Pasal 303 (bis) 
ayat (1) ke-2 KUHP yang mereka anggap lebih sesuai dengan 
pembuktian dan fakta dipersidangan.  
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Setelah penulis menganalisa dakwaan Penuntut Umum 
dalam kasus sebagaimana termaksud di atas maka penulis 
tidak sependapat dengan penerapan Pasal 303 (bis) ayat (1)  
ke-2 yang didakwakan kepada terdakwa YAHYA alias YAYA. 
Jika melihat posisi kasus diatas terdakwa YAHYA alias YAYA 
adalah seorang yang membuat perjudian sabung ayam 
tersebut terjadi dengan memberi kesempatan main judi pada 
khalayak dan seharusnya dikenakan Pasal 303 ayat (1) ke-2 
yang lebih sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan 
terdakwa. 
Jika dibandingkan unsur yang lebih terpenuhi antara Pasal 
303 (bis) ayat (1) ke-2:  
“Barang siapa turut main judi di jalan umum atau didekat 
jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh 
umum, kecuali pembesar yang berkuasa telah memberi izin 
untuk mengadakan judi itu”.  
Dimana dalam rumusan pasal ini adalah untuk orang atau 
subjek hukum yang hanya bermain judi di depan khalayak 
umum sementara terdakwa YAHYA alias YAYA selain ikut 
bermain dalam permainan judi tersebut dia adalah orang yang 
menyediakan fasilitas , tempat dan waktu terjadinya peristiwa 
pidana tersebut.  
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Berdasarkan rumusan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP kita 
dapat melihat bahwa perbuatan terdakwa YAHYA alias YAYA 
lebih mencocoki rumusan pasal ini: 
“Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan 
main judi kepada umum atau dengan sengaja turut campur 
dalam perusahaan main judi” 
Maka berdasarkan analisa penulis, pasal ini lebih sesuai 
dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dimana 
berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan keterangan 
terdakwa di atas bahwa benar terdakwa YAHYA alias YAYA 
adalah orang yang mengadakan perjudian itu terjadi. 
Didalam penjelasan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP oleh 
R.Susilo, dia mengatakan bahwa yang dihukum dengan pasal 
ini adalah mengadakan atau memeberi kesempatan main judi 
tersebut sebagai pencaharian. Jadi seseorang bandar atau 
orang lain atau yang sebagai perusahaan yang membuka 
perjudian. Dan bahkan orang yang turut campur dalam hal ini 
juga ikut dihukum. Sedangkan orang yang mengadakan 
permainan atau memberi kesempatan main judi dihukum 
dengan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, maka orang-orang yang 
ikut dalam permainan itu atau yang bertindak hanya sebagai 
pemain dikenakan hukuman menurut pasal 303 (bis) KUHP. 
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Berkaca dengan pedapat yang diutarakan oleh R.Susilo 
maka menurut penulis Pasal 303 (bis) ayat (1) ke-2 yang 
didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa 
YAHYA alias YAYA belum tepat sesuai dengan tindak pidana 
yang dilakukan oleh terdakwa, dimana Pasal 303 ayat (1) ke-2 
lebih mencocoki diterapkan kepada terdakwa. 
Berdasarkan uraian analaisis penulis diatas, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa Pasal 303 ayat (1) ke-2 lebih cocok untuk 
diterapkan kepada terdakwa dibanding dengan Pasal 303 (bis) 
ayat (1) ke-2 dimana lebih meyakinkan dan lebih terbukti 
memenuhi rumusan tindak pidana memberi kesempatan main 
judi pada khalayak sebagaimana dakwaaan alternatif yang 
diajukan Jaksa Penuntut Umum yakni Pasal 303 ayat (1) ke-2 
KUHP.  
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Perjudian 
Dengan Kartu Joker Dalam Putusan No. 1123/Pid.B/2016/ 
PN.MKS. 
1. Pertimbangan Hukum Hakim 
Hakim dalam memutus suatu perkara harus memperhatikan 
dakwaan Jaksaan Penuntut Umum, juga keterangan saksi yang 
ada dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat 
subjektif dan syarat objektif sehingga seseorang dapat 
dipidana, juga hal yang memberatkan dan meringankan. 
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Adapun dalam amar putusan Hakim menyebutkan dan 
menjatuhkan sanksi berupa:  
 MENGADILI 
1. Menyatakan Terdakwa YAHYA Alias  YAYA, telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana “Memberi kesempatan main 
judi pada khalayak”;  
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana 
penjara selama 2 (dua) bulan dan 23 (dua puluh tiga) 
hari; 
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani 
oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan; 
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam 
tahanan; 
5. Menetapkan barang bukti berupa: 
- Uang tunai Rp. 4.315.000,- (empat juta tiga ratus lima 
belas ribu rupiah),dirampas untuk Negara 
- 7 (tujuh) ekor ayam jantan 
- 1 (satu) roll ring (karoro) terbuat dari karet 2 (dua) 
buah kurungan ayam terbuat dari bambu 
- 1 (satu) buah kiso (keranjang ayam) terbuat dari 
bambu dan plastik 
- 2 (dua) lembar spanduk gambar ayam jantan 
Dirampas untuk dimusnahkan. 
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya 
perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).  
 
 Adapun beberapa hal yang menjadi pertimbangan Hakim 
dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut: 
- Hakim menimbang, bahwa Penuntut Umum telah 
mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang termuat 






Pertama : Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP 
Kedua : Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP 
Ketiga : Pasal 303 (bis) ayat (1) Ke-2 KUHP. 
- Hakim menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut 
Umum, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak 
mengajukan keberatan serta mohon pemeriksaan 
perkaranya di lanjutkan; 
- Hakim menimbang, bahwa untuk membuktikan 
dakwaanya penuntut umum telah menghadirkan saksi-
saksi yang telah didengar keterangannya masing-masing 
dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: 
1) Saksi FERY PASA PALINDING, SH 
2) Saksi BAMBANG HIDAYAT 
3) Saksi RIFALDI ADAM alias ALDI 
4) Saksi M. ALWI. HB 
5) Saksi SATTUANG DG. NAI 
6) Saksi RAHMAN 
7) Saksi BUDIMAN 




- Hakim menimbang, bahwa dipersidangan telah pula 
didengar keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya 
sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara; 
- Hakim menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum 
telah mengajukan barang bukti  berupa: Rp. 4.315.000,- 
(empat juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), 7 (tujuh) 
ayam jantan, 1 (satu) roll ring (karoro) terbuat dari karet, 2 
(dua) buah kurungan ayam yang terbuat dari bambu, 1 
(satu) buah kiso (keranjang ayam) terbuat dari bambu dan 
plastik dan 2 (dua) lembar spanduk gambar ayam jantan; 
- Hakim menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-
saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan 
barang bukti Majelis menemukan fakta-fakta sebagai 
berikut: 
Bahwa benar kejadianya hari Sabtu 09 April 2016 
sekitar pukul 16.30, di jalan Teuku Umar 12 Lr 7 
Kelurahan Kalluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota 
Makassar; 
- Hakim menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim 
akan mempertimbangkan pasal dakwaan yang 
didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa untuk 
membuktikan apakah benar terdakwa telah melakukan 
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tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya 
tersebut; 
- Hakim menimbang, bahwa oleh karena didakwa dengan 
dakwaan alternatif, maka majelis hakim sependapat 
dengan Jaksa Penuntut Umum dengan 
mempertimbangkan dakwaan ketiga yang unsur-unsurnya 
adalah sebagai berikut: 
1) Barang siapa 
2) Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum 
atau di pinggirnya maupun ditempat yang dapat 
dimasuki khalayak umum, kecuali jika untuk 
mengadakan itu ada izin dari penguasa yang 
berwenang; 
- Hakim menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah 
terbukti menurut hukum, maka perbuatan terdakwa 
haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan; 
- Hakim menimbang, bahwa oleh karena selama 
pemeriksaan perkara, majelis hakim tidak menemukan 
hal-hal yang dapat menghapuskan sifat tindak pidana 
pada diri terdakwa baik itu alasan pembenar maupun 
alasan pemaaf, maka  terdakwa haruslah dinyatakan 
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bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan 
perbuatanya. 
- Hakim menimbang, bahwa oleh karena selama 
pemeriksaan perkarany mulai dari tingkat penyelidikan 
sampai dengan penuntutan terdakwa berada dalam 
tahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan 
haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan; 
- Hakim menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan 
dijatuhkan nantinya masih melebihi masa penahanan 
yang selama ini dijalani oleh terdakwa, maka cukup 
alasan bagi majelis hakim memerintahkan terdakwa tetap 
dalam tahanan; 
- Hakim menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang 
disita secara sah berdasarkan Penetapan Ketua 
Pengadilan Negeri Makassar yang berdasarkan 
keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa, 
maka status barang bukti berupa: Uang tunai Rp. 
4.315.000,- (empat juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), 
dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa 7 
(tujuh) ekor ayam jantan, 1 (satu) roll ring (karoro) terbuat 
dari karet, 2 (dua) buah kurungan ayam terbuat dari 
bambu, 1 (satu) buah kiso (keranjang ayam) terbuat dari 
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bambu dan plastik dan 2 (dua) lembar spanduk gambar 
ayam jantan dirampas untuk dimusnahkan. 
- Hakim menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, 
terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal 
yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan 
terdakwa; 
Hal-hal yang memberatkan : 
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat 
- Perbuatan para terdakwa tercela dan bertentangan 
dengan hukum 
Hal-hal yang meringankan: 
- Para terdakwa mengakui perbuatanya dan 
menyesalinya dan berjanji tidak akan 
mengulanginya lagi 
- Para terdakwa belum pernah dihukum. 
 
2. Analisis Penulis 
Putusan merupakan suatu hasil atau kesimpulan dari setiap 
fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diputus oleh 
hakim. Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir 
(vonis) yang memuat penjatuhan sanksi pidana 
(penghukuman), dan dalam putusan tersebut hakim 
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menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah 
dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya.  
Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berdasar pada 
minimal 2 (dua) alat bukti sah yang dimana berdasarkan alat 
bukti tersebut hakim dapat memperoleh keyakinan tentang 
tindak pidana yang didakwakan benar terbukti dilakukan oleh 
terdakwa. 
Selain dari pada itu, yang perlu juga dilakukan oleh hakim 
agar dapat dipidananya si terdakwa, disyaratkan bahwa tindak 
pidana yang dilakukan oleh terdakwa harus memenuhi unsur-
unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dari segi 
pertanggungjawaban, Hakim harus melihat bahwa seseorang 
tersebut apakah merupakan orang yang mampu 
bertanggungjawab untuk mempertanggungjawabkan 
perbuatannya. 
Selanjutnya hakim juga harus mempertimbangkan dasar 
pemberatan atau dasar penghapusan pidana dan juga dasar 
pemaaf terhadap terdakwa, dimana hakim terlebih dahulu 
mempertimbangkan alasan tersebut sebelum menjatuhkan 
pidana terhadap terdakwa. 
Dengan adanya beberapa pertimbangan oleh Majelis 
Hakim tersebut kemudian diperoleh fakat-fakta yang menjadi 
bahan musyawarah oleh Majelis Hakim dalam menentukan 
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keputusan. Jika selama proses pemeriksaan dipersidangan 
pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan penghapusan 
pertanggungjawaban pidana dan alasan pembenar bagi 
terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dengan demikian 
terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatanya dan mendapat sanksi 
olehnya. 
Pada perkara Nomor 1123/Pid.B/2016/PN.Mks yang 
penulis bahas ini majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan 
tindak pidana memberi kesempatan main judi pada khalayak. 
Didalam putusan ini, penulis mengamati bahwa ada 
ketidaksingkronan antara tindak pidana yang terbukti dilakukan 
oleh terdakwa dan pasal yang diterapkan oleh Majelis Hakim 
yang mana bila kita melihat surat dakwaan Penuntut Umum 
yang menuntut siterdakwa untuk dihukum dengan Pasal 303 
(bis) ayat (1) ke-2, dimana ayat tersebut mengatakan:  
“Barangsiapa turut main judi dijalan umum atau didekat 
jalan atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, 
kecuali pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk 
mengadakan judi itu”  
 
Sementara dalam putusanya, bila kita amati bahwa 
terdakwa dinyatakan terdakwa YAHYA alias YAYA telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
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pidana “memberi kesempatan main judi pada khalayak”. Seperti 
yang kita ketahui bahwa pasal yang memenuhi unsur 
sebagaimana yang termaksud diatas adalah Pasal 303 ayat (1) 
ke-2 yakni: 
“Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk 
main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam 
perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada 
perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai 
kesempatan itu”. 
 
Oleh karena itu menurut penulis terjadi ketidaksesuaian 
antara tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa 
dengan pasal yang dikenakan oleh Majelis Hakim kepada 
siterdakwa. Dan melihat keputusan hakim yang menjatuhkan 
pidana penjara selama 2 (dua) bulan 23(dua puluh tiga) hari 
kepada terdakwa dengan tuntutan Penuntut Umum pidana 
penjara selama 5 (lima) bulan maka menurut penulis belum 
sesuai, mengingat bahwa siterdakwa YAHYA alias YAYA 
bertindak sebagai orang yang memberi kesempatan main judi, 
dengan kata lain dia yang mengajak orang untuk bermain judi 
dan menyediakan fasilitas untuk itu.  
Mengenai lama sanksi penjara yang yang diputus oleh 
Majelis Hakim berdasarkan hasil dari wawancara penulis 
dengan salah seorang Majelis Hakim yang memutus perkara 
tersebut ada kekeliruan yang mana beliau mengatakan bahwa 
kebiasaan lama sanksi pidana yang mereka jatuhkan itu selalu 
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dengan hari yang genap dan tidak seperti sebagaimana yang 
ada dalam putusan tersebut. 
Berdasarkan analisis penulis seperti yang dibahas diatas 
maka penulis berpendapat bahwa terjadi ketidaksesuaian 
antara tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa 
dengan pasal yang dikenakan kepadanya, yang mana menurut 
penulis Pasal 303 ayat (1) Ke-2 lebih sesuai dengan tindak 
pidana “memberi kesempatan main judi pada khalayak” 






A. Kesimpulan  
Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis dapat 
menyimpulkan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Penarapan tuntutan oleh Penuntut Umum belum tepat, 
dakwaan yang disusun cecara alternatif Pasal 303 ayat (1) ke-1 
KUHP, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Pasal 303 (bis) ayat (1) 
ke-2 KUHP dengan menguraikan secara cermat, jelas dan 
lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan terdakwa, juga 
tempus dan locus delictinya, juga dicantumkan dengan jelas 
identitas dari para pihak memanglah sudah tepat. 
Namun pada kesimpulan Penuntut Umum menuntut bahwa 
dakwaan yang ketiga yakni Pasal 303 (bis) ayat (1) ke-2 yang 
mereka katakan unsur-unsurnya terpenuhi secara sah dan 
meyakinkan, yang mana berbeda dengan analisis penulis yang 
mengatakan bahwa Pasal 303 ayat (1) ke-2 lah yang paling 
tepat. Karena perbuatan terdakwa lebih memenuhi unsur-unsur 
tersebut, yakni unsur barang siapa, unsur tanpa izin, unsur 
dengan sengaja, unsur mengadakan atau memberi 
kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau 
sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dan melakukan 
segala cara menggunakan kesempatan itu. 
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2. Putusan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana dengan 
menerapkan Pasal 303 (bis) ayat (1) ke-2 KUHP kepada 
terdakwa tidak tepat. Berdasarkan tindak pidana yang terbukti 
dan tertulis di putusannya bahwa terdakwa melakukan “tindak 
pidana memberi kesempatan main judi pada khalayak” yang 
tidak sesuai dengan rumusan yang ada di Pasal 303 (bis) ayat 
(1) ke-2 KUHP dimana telah terbukti di persidangan dengan  
minimal 2 (dua) alat bukti bahwa terdakwa benar  melakukan 
tindak pidana memberikan kesempatan main judi pada 
khalayak sebabaimana tertulis dalam putusan. 
B. Saran 
1. Surat dakwaan adalah bagian yang sangat penting dalam 
pemeriksaan perkara, karena merupakan dasar dan batas bagi 
hakim untuk memeriksa sebuah perkara, karena surat dakwaan 
menjadi dasar dan batas bagi hakim untuk memutus suatu 
perkara maka untuk Penuntut Umum harus lebih hati-hati dan 
cermat dalam membuat dakwaan karena hakim tidak punya 
wewenang untuk merubah apa yang telah tertuang dalam isi 





2. Selain dari pada proses persidangan yang menjadi perhatian 
hakim , hakim juga harus melihat dan mencermati unsur dari 
perbuatan itu, agar penerapan pidana materilnya telah 
terpenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang terbukti 
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